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BUPATI SUMBA BARAT
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d.

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir
dengan Undang-undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerahdan pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajb mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD vang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari  Rencana Kerja Pemenntah Daerah Tahun 2022 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prnoritas
dan Plafon Anggaran Sementara vyang telah disepakati
Pemenntah Daerah bersama DPRED pada tanggal 19 bufan
Movember Tahun 2021,



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun Anggaran 2022

_ Undang - Undang MNomor 69 Tahun 1958  lentang

Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat I dalam  Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Momor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

_ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerntah Daerah
(Lembaran Negara FRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonestia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Refribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

- Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomer 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
MNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4028);

9  Peraturan Pemernntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Republik Indonesia
MNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
MNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 5340);

10_ Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemenntah Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4693);

12 Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2009 ifentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48972), sebagaimana felah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah MNomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 ientang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2165);

14 Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6041);
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Peraturan Pemenntah MNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menten  Dalam  Negen
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Dasrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan PeraturanKepala Daerahtentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 523);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)

Peraturan Menteri  dalam Negen Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan kKemampuan Keuangan Dasrah sera
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tekmis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan

24

25.

26.

27

28.

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kena Pemenntah Daerah
Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2022;

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur MNomor
000/274/BKUDS.2/2021  tentang Catatan Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daeran Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran DasrahKabupaten Sumba Barat Nomor
0001).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0033);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

Dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DOAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Pasal 2

APBD terdin atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBED Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2022 berjumiah Rp.704 273.800.745,00,
terdii atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut -

a. Pendapatan Daerah Rp.696 169 000.358,00
b. Belanja Daerah Ep.690.523 800.745.00
Befsit/Surplus Rp.  5.645199643,00

¢. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. &.104.800.357,00
2. Pengeluaran Rp. 13.750.000.000.00
Defisit/Sueplua- Rp. 5.645.199.643.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.696.169.000 386,00 (Enam Ratus Sembilan
Fuluk Enam Milyar Seratus Enam Puluh Sembifan Juta Tiga Raius Delapan Puluh Delapan
Rupiah), yang bersumber dan

a. Pendapatan ash;

b. Pendapatan transfer; dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan
sebesar Rp .ol 268.277.468.00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Hatus Delapan Pufuh
Defapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah). yang terdin atas:

a. Pajak daerah;

b, Reiribusi daerah;

¢ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
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Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 15.069.460.715,00 (Lima Belas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus
Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).

Retribusi dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.2.108.758.240.00 (Dua Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

Hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.10.610.451.501.00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus
Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).

Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.29499607 01200 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan fransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp.610.679.612.920.00 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Enam Ratus Twuh Puluh
Sembilan Juta Enam Ratus Dua Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah),
yang terdir atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 590455 779.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar
Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 20223833 920,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh
Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
direncanakan sebezar Rp.28.201.110.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Satu
Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang terdin atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 0.00 (NIHIL).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 0,00 (NIHIL).



(4) Laindain pendapatan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.26.201.110.000,00 (Dua Puluh Delapan Milvar Dua Ratus Satu Juta Seratus Sepuluh
Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran  belanja  daerah  tahun  anggaran 2022  direncanakan  sebesar
Rp.690.523.800.745,00 (Enam Raius Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta
Defapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), vang terdiri atas:

a. Belanja operasional,

b.  Belanja modal;

¢ Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ huruf a
direncanakan sebesar Rp. 432 203 069 270,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dug
Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam PuluhSembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh
Rupiah), yang terdin atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 166.466.310.311,00(Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 236.902 232 759,00 (Dua Ratus TigaPuluh Enam Milyar Sembilan Ratus
Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

{4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 0,00 (NIHIL).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
6.607.126.200,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam
Ribu Dua Ratus Rupiah).
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Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp 122 400.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 146 541 .315.966,00(SeratusEmpatPuluh Defapan Milyar Lima Ratus Empat
Pulun Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam
Rupiah), yang terdin atas:

Belanja modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal gedung dan bangunan.

Belanja modal jalan, jaringan, dan ingast.

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 25.051.682.953.00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Satu
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 35.166.137.050.00(TigaPuluhLimaMilyarSeratus Delapan
Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
direncanakan sebssar Rp. §3.651.759.883,00 (DelapanPuluhTiga Milyar Enam Ratus
Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
DelapanPuluhTigaRupiah).

Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp4.551.706.000,00(EmpatMilvar Lima Ratus Lima Puluh Satu
Juta TujuhRatus Enam Ribu Rupiah).

Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (MHIL).
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Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 1.960.432.003,00(SatuMilyarSembifan Ratus Enam PuluhJuta Empat Raius
TigaPuluhDuaRibu TigaRupiah).
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Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan
sebesar Rp 107.723.963 486 00 (Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yvang
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil.dan

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.693.963.500,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.107.029.990 886,00 (Seratus Tujuh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam
Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp-
564519864300 (Minus Lima Milvar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah ), yvang terdin atas:

a
b.

(1)

(2)

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan
Fasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
direncanakan sebesar Rp 8 104 800 357 00 (Delapan Milyar Seratus Empat Juta Delapan
Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tufuh Rupiah), vang terdin atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya:

Pencairan dana cadangan,

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kemball pemberian pinjaman daerah, dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8 104 800.357.00 (Defapan Milyar
Seratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Pulun Tujuh Rupiah).
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Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Hasil penualan kekayaan daerah vyang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Ep. 0.00 (NIHIL).

Penenmaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Kp. 0,00 (NIHIL).

Penenmaan pembiayaan lainnya sesual dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 0,00 (NIHIL).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
direncanakan sebesar Rp.13.750.000.000,00 (Tiga Befas Milyar Tujuh Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah), yang terdirl atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.13.750.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Lima
Puluh Juta Rupiah).

Pembayaran cicillan pokok utang vang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Pemberan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e d irencanakan sebesar
Rp. 0,00 (NIHIL).
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Pasal 15

Selisth antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belama daerah
mengakibatkan terjadinya surplusidefisit sebesar Rp. 5.645199.643.00 (Lima Milyar
Enam Ratus Empat Pulufr Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembitan Ribu Enam Ratus
Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pembiayaan nefto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sueplusé(defisit) sebesar Rp.5.645.199.643.00
(Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Fuluh Sembilan Ribu
Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah),

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan dasrah ini, yang selanjutnya dimasukan

dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba

Barat tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,

dan pemberntahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Bencanaalam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b, Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. HKebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat vang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

b. Belama daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c.  Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, seria amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Daerah ini terdin dari -



1. Lampiran |
2. Lampiran Il
3. Lampiran |l
4 Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VI
&.  Lampiran Vil
9 Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran Xl

12. Lampiran Xl

Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belarja Menurut  Urusan  Pemerntahan  Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemernintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumiah Pegawai Per Golongandan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
dan Aset Lain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya vang belum
diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupai Sumba Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Waikabubak, 21 Desember 2021
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